. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu
“Straftbaar Feit”, Strafbaar Feit terdiri dari 3 (tiga) kata yakni Straf, Baar dan Feit. Straf
diterjemahkan sebagal pidana dan hukum, perkataan baar diterjemahkan sebagai dapat dan boleh
sedangkan kata feit diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Istilah

tindak pidanatelah lazim digunakan dan merupakan istilah resmi dalam perundang-undangan.*

Tindak menunjuk pada hak kelakuan manusia dalam arti positif (handelen). Padahal pengertian
yang sebenarnya dalam istilah feit adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif.
Perbuatan aktif maksudnya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan atau
diisyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh
manusia, misalnya mengambil sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP atau merusak yang

diatur dalam Pasal 406 KUHP. 2

Perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apapun,
dimana seseorang tersebut telah mengabaikan kewagjiban hukumnya, misa perbuatan tidak
menolong sebagaimana diatur dalam Pasal 531 KUHP atau perbuatan membiarkan yang diatur
dalam Pasa 304 KUHP. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak ditemukan
definis  tindak pidana. Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk mengenai

pertanggungjawaban. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya melakukan suatu

! Adami Chawazi, Pelajaran Hukum Pidana I,Raja Grafindo Persada, 2002, him. 67.
% Ibid, him. 70



perbuatan, yang kemudian apakah orang yang telah melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana
atau tidak. Pengertian tindak pidanayang dipahami selamaini merupakan kreasi teoritis para ahli

hukum.

D. Simon yang diterjemahkan oleh Soedarto dalam buku Hukum Pidana Jilid | mengatakan
bahwa straftbaar feit adalah kelakukan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum,
dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa straftbaar feit adalah kelakukan orang yang
dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan

dengan kesalahan.

Menurut ahli hukum pidana Indonesia, Komariah E. Saprdjga bahwa tindak pidana adalah suatu
perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah
melakukan perbuatan itu. Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian
perbuatan yang padanya diletakkan sanksi pidana. Dengan demikian dilihat dari istilahnya,
hanya sifat-sifat dari perbuatan sga yang meliputi suatu tindak pidana sedangkan sifat-sifat
orang yang melakukan tindak pidana menjadi bagian dari persoalan lain, vyaitu

pertanggungjawaban pidana.

Terdapat pemisahan antara pertanggungajwaban pidana dan tindak pidana, yang dikenal dengan
paham dualisme, yang memisahkan antara unsur yang mengenai perbuatan dengan unsur yang
melekat pada diri orangnya tentang tindak pidana. Para ahli hukum umumnya mengidentifikasi

adanya tiga persoadlan mendasar dalam hukum pidana. Saner, berpendapat bahwa ha itu



berkaitan dengan, onrecht, schuld, dan strafe. Sementara itu, packer menyebut ketiga masalah

tersebut berkenaan dengan crime, responsibility, dan panishment.

Persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan
perbuatan yang dilarang itu, dan pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan itu.
Dengan kata lain, masalah mendasar dalam hukum pidana berhubungan dengan persoalan tindak
pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Pembedaan ini, menimbulkan konsepsi
yang bukan hanya perlu memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungajwaban pidana,

tetapi lebih jauh memisahkan pertanggungjawaban pidana dengan pengenaan pidana.®

Berdasarkan ha ini pengkagian juga diarahkan untuk mendalami bagaiman teori pemisahan
tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana seharusnya ditergpkan  dalam
mempertanggungjawabkan dan mengenakan pidana terhadap pembuat tindak pidana. Dengan
kata lain, perlu pengkgian untuk menemukan pola penentuan kesalahan dan

pertanggungjawaban pembuat tindak pidana.

B. Pengertian Pertanggung-jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan teorekenbaardheid atau
criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk
menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu

tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

3 Soedarto, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta 1986, him. 102



Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992) dirumuskan bahwa pertanggungjawaban
pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan
hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam
undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat
untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada

unsur kesalahan berupa kesenggjaan atau keal paan.

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah
diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara
subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai

pidana karena perbuatannyaitu.

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2010/2011, di daam Pasal 34 memberikan definisi
pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:
Pertanggungjawaban pidana iaah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak
pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi
syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Di dalam penjelasannya
dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat
pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setigp orang yang melakukan tindak pidana tidak
dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana.
Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (vewijbaarheid) yang objektif
terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif
kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena

perbuatannya.



Istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee dalam Bahasa Belanda terdapat padanan
katanya, yaitu aansprakelijk, verantwoordelijk, dan toerekenbaar. Orangnya yang aansprakelijk
atau verantwoordelijk, sedangkan toerekenbaar bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang
dipertanggungjawaban kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah toerekeningsvatbaar.
Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan

yang toerekeningsvatbaar.*

Ha pertama yang perlu diketahui mengena pertanggungjawaban pidana adalah bahwa
pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan
tindakan pidana. Moeljatno mengatakan, orang tidak mungkin Dengan demikian,
pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Seperti
yang ditulis oleh Roeslan Saleh dalam buku Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana,
“Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung
pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak.
Apabila orang yang melakukan perbuaan pidana itu memang mempunya kesalahan,
maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan
walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak

dipidana. Asas yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” merupakan
dasar daripada dipidananya si pembuat.” °

Perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya, artinya
celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada siterdakwa. Nyatalah
bahwa hal dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan
pidana atau tidak, melainkan pada apakah siterdakwa tercela atau tidak karena tidak melakukan
tindak pidana. Oleh karenaitu dikatakan bahwa dasar daripada adanya tindak pidana adalah asas

legaliteit, yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diandam

* Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, him. 131
> Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, him.75.



dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, sedangkan dasar daripada dipidannya sipembuat

adalah asas’tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan
perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat
dipidana. Orang yang melakukan tindak pidana akan dipidana, apabila dia mempunyai

kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (liability based on
fault), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan
demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak

hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.

Konseps yang menempatkan kesalahan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana, juga
dapat ditemukan dalam common law system, berlaku maksim latin yaitu octus non est reus, nisi
mens sit rea. Suatu kelakukan tidak dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan tanpa kehendak
jahat, pada satu sisi doktrin ini menyebabkan adanya mens rea merupakan suatu keharusan
daam tindak pidana. Pada sisi lain, ha ini menegaskan bahwa untuk dapat
mempertanggungjawabkan seseorang karena melakukan tindak pidana, sangat ditentukan oleh
adanya mens rea pada diri orang tersebut. Dengan demikian, mens rea yang dalam hal ini
disinonimkan dengan quilty of mind atau vicious will, merupakan hal yang menetukan
pertanggungjawaban pembuat pidana. Dilihat dari sisi ini, penggunaan doktrin mens rea dalam
common law system, pada hakikatnya sgaan dengan penerapan asas tiada pidana tanpa

kesalahan dalam civil law system.



Berpangka tolak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, Moeljatno mengemukakan suatu
pandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan gjaran dualistis, pada pokoknya
garan ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana ini hanya
menyangkut persoalan “perbuatan” sedangkan masalah apakah orang yang melakukannya

kemudian dipertanggungjawabkan, adalah persoalan lain. °

Banyak kejadian, tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin terdakwa sama sekali
tidak patut dicelakan terhadapnya. Dengan kata lain, walaupun telah melakukan tindak pidana,
tetapi pembuatnya tidak dililiputi kesalahan dan karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. *

Seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, didalam hukum pidana diperlukan
syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana
tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana
hanya dapat dituntu ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. Dipisahkannya tindak
pidana dan pertanggungjawaban pidana menyebabkan kesalahan dikeluarkan dari unsur tindak
pidana dan ditempatkan sebaga faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana.
Namun demikian, bagaimana konsepsi ini diterapkan dalam praktik hukum perlu pengkajian

lebih lanjut.

Pertanggungjawaban pidana terutama dipandang sebagal bagian dari pelaksanaan tugas hakim
dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Oleh karena iu, pengkajian mengenai teori

pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawban pidana, pertama-tama dilakukan dengan

® Loc.Cit. Moelijatno, him. 5.
7 Ibid. HIm.6



menelusuri penerapan dan perkembangannya dalam putusan pengadilan. Dengan kata lain,

konkretisasi sesungguhnya dari penerapan dari teori tersebu terdapat dalam putusan pengadilan.

Seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari
segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karennya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang
tidak ingin berbuat demikian. Dilihat dari segi masyarakat, ini menunjukkan pandangan yang

normatif menganai kesalahan.

Seperti diketahui mengena kesalahan ini dulu orang berpandangan psikologis. Tetapi kemudian
pandangan ini ditinggalkan orang dan orang lalu berpandangan normatif. Ada atau tidaknya
kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatanya batin daripada terdakwa,
tetapi bergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan batin itu, apakah

dinilai ada atau tidak ada kesalahan sebaga hal yang memberatkan dan meringankan pidana.

C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana tentu sgja hakim harus juga
mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis sehingga putusan hakim
tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya
dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut dihargpkan nantinya dihindari sedikit
mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum (van rechtswege nietig atau null and void)

karena kurang pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiverd).?

Lazimnya, dalam praktek peradilan pada putusan hakim sebelum “pertimbangan pertimbangan

yuridis” dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta

BLilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: teori Praktik, teknik Penyusunan dan Permasalahnnya,
Citra Aditya Bakti, Bandung, him. 199.



dalam persidangan yang timbul dan merupakaan konklusi kumulatif dari keterangan para saks,

keterangan terdakwa, dan barang bukti yang digjukan dan diperiksa di persidangan.

Menurut Moelyatno, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Rifai, proses atau tahapan

penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu

sebagai mana berikut :

1. Tahap Menganaisis Perbuatan Pidana
Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang
dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan
suatu aturan pidana.

2. Tahap Menganalisi Tanggungjawab Pidana
Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu
pasa tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggungjawab
atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Y ang dipandang primer adalah orang itu sendiri.
Hakim dapat menggunakan Pasal 44 sampai dengan 50 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) tentang orang-orang yang dinyatakan tidak dapat bertanggungjawab atas
perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut.

3. Tahap Penentuan Pemidanaan
Daam hal ini, jikalau hakim berkeyakinan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang
melawan hukum, sehingga ia dinyatakan bersalah atas perbuatannya, dan kemudian
perbuatannya itu dapat pertanggungjawabankan oleh s pelaku, maka hakim akan
menjatuhkan terhadap pelaku tersebut, dengan melihat pasal-pasal, Undang-Undang yang

dilanggar oleh si pelaku.



Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam
mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat
menyel esaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat dari putusan
yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada
umumnya. Ada 2 faktor pertimbangan hakim, yaitu :
a Faktor Yuridis
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertanggungjawaban hakim yang didasarkan pada
faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan
sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.
Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya.
1. Dakwaan jaksa penuntut umum;
Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana kerena berdasarkan itulah pemeriksaan di
persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dakwaan berisi identitas terdakwa
juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat
pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP).
2. Keterangan saksi;
Merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan
itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami

sendiri, dan harus diasampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah

3. Keterangan terdakwa;



Menurut Pasal 184 KUHAP butir E keterangan terdakwa digolongkan sebagai aat bukrti.
Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentantang perbuatan
yang ialakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri
4. Barang-barang bukti;
Benda tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga atau diperoleh dari
tindak pidana atau sebagal hasil dari tindak pidana.
5. Pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana.

Ha yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasa yang dikenakan untuk
menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat
dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum tindak
pidana yang dilanggar oleh terdakwa.

b.  Faktor non yuridis
K ebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi
hakim dan harus dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satupun
pihak yang dapat menginterves hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim
dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan
dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan
pelaku, sampa kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan
pula rasa keadilan masyarakat.’

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh hakim dalam

mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut™ :

1. Teori keseimbangan

? Loc. Cit, Ahma Rifai, him 104
% Ibid, him. 109



Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang
ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tesangkut dan berkaitan
dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan
masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

Teori pendekatan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai
diskresi, dalam menjatuhkan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang
wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau
penuntut umum dalam perkara pidana.

Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari tiori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pedana harus dilakukan
secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-
putusan terdahulu dalam rangka dalam menjamin konsistensi dari putusan hakim.
Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu
perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus
dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam
menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya.

Teori pendekatan pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam
menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang
dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang
dijatunkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun

masyarakat.



5. Teori Ratio Decidendi
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala
aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengkatakan, kemudian mencari
peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan
sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan
pada motivas yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para

pihak yang berperkara.

D. Pengertian Senjata Api

Senjata api diartikan sebagal setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang
dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah
dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari
penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam aat tersebut, dan termasuk perlengkapan
tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.

Menurut ordonansi Senjata Api tahun 1939 jo UU Darurat No.12 Tahun 1951, senjata api
termasuk juga:

1. Bagian-bagian dari senjata api

2. Meriam-meriam dan vylamen werpers (penyembur api) termasuk bagiannya

3. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya

4. Slachtpistolen (pistol penyembeli/pemotong)

5. Sein pistolen (pistol isyarat)

6. Senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), start revolvers (revolver

perlombaan), shijndood pistolen (pistol suar), schijndood revolvers (revolver suar) dan



benda-benda lainnya yang sgenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau

menakuti, begitu pula bagian-bagiannya.

Berdasarkan Surat Direktur Intelpam atas nama Kapolri Nomor : R/WSD 404/V11/98/Dit LPP

tertanggal 21 Agustus 1998, peralatan keamanan yang dapat digunakan untuk mengancam atau

menakuti/mengejutkan adalah :

1.

5.

6.

Senjata gas air mata yang berbentuk : pistol/revolver gas, stick/pentugan gas, spray gas,
gantungan kunci gas, extinguising gun/pemadam api ringan, pulpen gas, dil

Senjata kejutan listrik yang berbentuk : stick/tongkat listrik, kejutan genggam, senter serba
guna, dll

Senjata Panah : model cross bow (senjata panah), panah busur, dll

Senjatatiruan/replika

Senjata angin kaliber 4,5 mm

Alat pemancang paku beton

Sedangkan menurut Surat Direktur Intelpam Nomor : R/ISWD-368/V11/1998/Dit LPP tertanggal

24 Juli 1998, senjata api tiruan :

1.

2.

Senjata api type clock 17 pistol dari plastik
Crossman 50 caliber poin gun

The cat pistol

Marksman semi auto pistol

22 black revolver mini cross bow

Mainan berbentuk senjata api asli

Replika senjata mainan menyerupal senjata api

Alat keamanan/beladiri yang sejenis



Sesuai dengan Surat Direktur Intelpam Nomor : B/337/V1/1988 tertanggal 20 Juni 1988, senjata
api mainan yang impornya tidak perlu ijin Kapolri adalah :

1. Terbuat dari plastik

2. Komponen pokok tidak terbuat dari logam, alumunium atau sgjenisnya

3. Laras, magazen, kamar peluru, dan traggernyatidak berfungsi sebagai senjata api.

E. Pengaturan Kepemilikan Senjata Api bagi Masyarakat Sipil

1. Masyarakat Sipil yang Berhak Memiliki Senjata Api

Kasus kriminalitas makin meningkat, korbanpun makin bertambah. Kondis ini tentu sangat
meresahkan masyarakat. Sering terjadi tindak kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan
senjata api dan pihak aparat keamanan tidak bisa berbuat banyak karena volume keahatan juga
meningkat maka banyak kasus tidak dapat terselesaikan secara maksimal. Untuk memerangi
kgahatan di lapangan banyak mengalami tantangan cukup berat jumlah personil kepolisian
belum seimbang dengan luas cakupan tugasnya serta sarana dan prasarana yang kurang
memadai. Meningkatnya senjata api akan menimbulkan pertanyaan sebagian masyarakat

mengenai aturan kepemilikan senjata api bagi masyarakat pel aksanaannya selamaini.

Instruks presiden RI No. 9 tahun 1976 senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan
tugas pokok Angkatan Bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi
pemerintah di luar Angkatan Bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunannya
diatur melalui ketentuan Inpres No. 9 Tahun 1976. Yang menginstruksikan agar para
Menteri/Pimpinan lembaga pemerintahan dan non pemerintahan membantu Menteri Pertahanan

dan Keamanan agar dapat mencapal sasaran tugasnya. Untuk melaksanakan hal tersebut Menteri



Pertahana dan K eamanan telah membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan pengawasan dan
pengendalian senjata api dengan Surat Keputusan MenHankam No. KEP-27/X11/1977 tanggal 26
Desember 1977. Dalam keputusan tersebut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai termasuk salah
satu Instans Pemerintah yang menurut ketentuan perundang-undangan diberi wewenang

menjalankan tugas dibidang keamanan, ketentraman dan ketertiban.

Warga sipil dapat memiliki senjata api kepemilikannyatelah diatur dalam undang-undang No. 8
Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api. Undang-undang ini
diberlakukan kembali pada bulan Februari 1999 tepatnya secara garis besar, di Indonesia
perizinan kepemilikan senjata api diatur dalam Surat Keputusan KAPOLRI No. POL Nomor

SKEP/82/11/2004 tanggal 16 Februari 2004.

Kaangan sipil diperbolehkan memiliki senjata api dengan jenis senjata api non organik
TNI/POLRI, berupa senjata genggam Kaliber 22 sampai 32, serta senjata bahu golongan non
standard TNI Kaliber 12 GA dan ka Secara garis besar, di Indonesia perizinan kepemilikan
senjata api diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. 82/11/2004 tanggal 16 Februari 2004
tentang petunjuk pelaksanaan pengamanan pengawasan dan pengendalian sengata api non
organik TNI/POLRI. Di dalamnya ditentukan, pemohon harus mengajukan melalui Polda
setempat, kemudian diteruskan ke Mabes Polri,. Yang dicek pertama kali adalah syarat formal,
antara lain kriteria calon yang boleh memiliki senjata api, yaitu peabat pemerintah, minimal
setingkat Kepala Dinas ditingkat pusat dan setingkat Bupati dan Anggora DPRD di daerah;
Pejabat TNI/POLRI, minimal Perwira Menengah atau Perwira Pertama yang tugas operasional:
pegabat bank/swasta, minimal Direktur Keuangan; Pengusaha/Pemilik Toko Mas; Satpam atau

Polisi khusus yang terlatih.



Jenis senjata api tgjam diperbolehkan untuk kalangan pejabat pemerintah yang diberi izin antara
lain Menteri, Ketua DPR/MPR-RI, Sekjen, Irjen, Dirjen, Sekretaris Kabinet, Gubernur, Wagub,
Sekda/Wil Prop, DPRD Propinsi, Walikota dan Bupati, Pgjabat TNI/POLRI dan Purnawirawan,
harus golongan Perwira Tinggi dan Pamen berpangkat paling rendah Kompo. Sedangkan untuk
jenis senjata api karet, yang diberi izin adalah anggota DPRD Kota /Kabupaten, Camat ditingkat
Kotamadya, Instalasi pemerintah paling rendah Gol 111 anggota TNI/POLRI minimal berpangkat
Ipda, pengacara dengan skep menteri kehakiman/pengadilan, dan dokter praktek dengan skep
menteri kesehatgan. Kalangan swasta antara lain presiden komisaris, komisaris, dirut, direktur
keuangan, direktur bank, PT, CV, PD, Pimpinan perusahaan/organisasi, pedagang mas (pemilik)

dan mangjer dengan SIUP tbk/Akte pendirian perusahaan (PT, CV, dan PD).

Kaangan swasta yang boleh memiliki senjata api tgqam, masing-masing komisaris, presiden
komisaris, komisaris, presiden direktur, direktur utama, direktur dan direktur keuangan.
Golongan profesi, antara lain pengacara senior dengan skep menteri kehakiman/pengadilan,

dokter dengan skep menteri kesehatan atau Departemen K esehatan.

Kepemilikan senjata api perorangan untuk olahraga menembak sasaran/target, menembak reaksi
dan olahraga berburu harus mengikuti persyaratan yang telah ditentukan. Untuk menembak
sasaran atau target (reaksi) tiap atlet penembak/yang diberikan izin senjata api dan amunisi wajib
menjadi anggota perbakin. Mereka harus sehat jasmani dan rohani, umur minimal 18 tahun
(maks. 65), punya kemampuan menguasai dan menggunakan senjata api. Dalam hal izin
pembelian senjata api, juga harus mendapat rekomendasi Perbakin, surat keterangan catatan

permohonan ke Kapolri Up. Kabagintelkam Polri dengan tembusan Kapolda setempat untuk



mendapat rekomendasi. Selain warga negara indonesia warga negara asing juga bisa memiliki

senjata api, selama berada di indonesia diantaranya:

a Sesua Surat Edaran Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor D- 184/83/97 tangga 5

September 1983 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan Diplomatik, Konsuler,

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi-Organisas Internasional bahwa Warga Negara

Asing yang tinggal di Indonesiatidak diizinkan memiliki dan memegang senjata api.

b. Warga Negara Asing yang diizinkan memiliki dan memegang senjata api di Indonesia adalah

Pengunjung Jangka Pendek, terdiri dari :

1.

2.

Wisatawan yang memperoleh izin berburu.

Tenaga ahli yang memperoleh izin riset dengan menggunakan senjata api.

Peserta pertandingan olahraga menembak sasaran.

Petugas security tamu negara.

Awak kapal laut pesawat udara.

Orang asing lainnya yang memperoleh izin transit berdasarkan ketentuan peraturan

kemigrasian.

2. Prosedur Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api bagi Masyar akat Sipil

Tidak semua orang yang mengajukan permohonan kepemilikan senjata api akan dilegalisasi

permohonannya. Ada kriteria khusus bagi pemohon yang ingin mengajukan perizinan

kepemilikan senjata api. Pemohon harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan Kepolisian

Republik Indonesia atau Polri .Adapun Prosedur untuk Kepemilikan senjata api diantaranya

sebagal berikut:



a. Senjata Api untuk Satuan Pengamanan

1. Penyelenggaraanizin

a Instans Pemerintah, Proyek Vital dan Perusahaan Swasta Nasional serta Kantor Kedubes

Rl tertentu yang dapat memiliki dan menggunakan senjata api dan amunisi untuk

kepentingan Satpam adalah yang mempunyai sifat dan lingkup tugas serta resiko dari

gangguan keamanan di lingkungan/kawasan kerjanya yang vital/penting.

b. Satpam yang dapat menggunakan senjata api dan amunisi yaitu :

1.

2.

Sehat rohani dan jasmani.

Syarat umur minimal 21 tahun, maksimal 65 tahun.

Memiliki keterampilan dalam menggunakan senjata api dinyatakan telah mengikuti
latihan kemahiran oleh Lemdik Polri.

Menguasai peraturan perundang-undangan tentang Senjata Api.

Ditunjuk oleh Pimpinan Instansi/Proyek atau Badan Usaha yang bersangkutan.

Y ang telah mendapatkan izin Penguasaan Pinjam Pakal Senjata api (Kartu Kuning)
yang diterbitkan oleh Kapolda setempat.

Memiliki SIUP berskala besar, bagi yang berskala menengah dengan pertimbangan

penilaian tingkat ancaman dan resiko dari tugas yang dihadapi.

2. Macam, jenis dan kaliber senjata api yang dapat dimiliki/digunakan oleh Instansi Pemerintah,

Proyek Vital dan Perusahaan Swasta Nasional serta Kantor Kedubes Republik Indonesia

tertentu untuk kepentingan Satpam, yaitu:

a Senjata Api Bahu jenis Senapan kaliber 12 GA.

b. Senjata Api Genggam jenis Pistol/Revolver Kal. .32, .25 dan.22.



c. Senjatapeluru karet.

d. SenjataGasAirmata

e. SenjataKegutan Listrik.

3. Jumlah senjata api dan amunisi yang dapat dimiliki/digunakan untuk kepentingan Satpam,
yaitu :

a Senjata api yang dapat dimiliki/digunakan oleh Instans Pemerintah, Proyek Vital dan
Perusahaan Swasta serta Kantor Kedubes RI tertentu untuk keperluan Satpam, dibatas
jumlahnya yaitu sepertiga dari kekuatan Satpam yang sedang menjalankan tugas
pengamanan dengan ketentuan bahwa jumlah tersebut tidak boleh lebih dari 15 (lima
belas) pucuk senjata api padatiap-tiap unit.

b. Jumlah amunisi sebanyak 3 (tiga) magazen/silinder untuk tiap-tiap pucuk senjata api
termasuk untuk cadangan.

4. Senjata api tersebut hanya dapat digunakan/ditembakkan pada saat menjalankan tugas

Satpam dalam lingkungan tugas pekerjaannya yaitu guna:

a.  Menghadapi gangguan situasi yang mengancam keamanan dan kelangsungan pekerjaan
Instansi, Proyek Vital dan Perusahaan Swasta Nasiona serta Kantor Kedubes RI tertentu
yang dijaga olehnya.

b. Melindungi diri dan jiwanya dari ancaman fisik yang tak dapat dihindari lagi saat
melaksanakan tugas/pengawalan diluar kawasan kerja dengan menggunakan surat izin
penggunaan dan membawa senjata api.

c. Latihan menembak di lapangan/tempat latihan menembak.

b. Senjata Api untuk BelaDiri

1. Pejabat yang dizinkan untuk memiliki dan menggunakan senjata api untuk beladiri, harus :



a) Memiliki kemampuan/keterampilan menembak minimal klas 111 yang dibuktikan dengan

sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan menembak yang sudah mendapat izin

dari Polri. Sertifikat tersebut disahkan oleh Polri (Pegjabat Polri yang ditunjuk) Mabes

Polri/Polda.

b) Memiliki keterampilan dalam merawat menyimpan dan mengamankannya sehingga

terhindar dari penyalahgunaan.

¢) Memenuhi persyararan medis, psikologis dan persyaratan lain meliputi:

1.

Syarat Medis : Sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan
membawa dan menggunakan senjata api, penglihatan norma dan syarat-syarat lain
yang ditetapkan Dokter RS Polri/Polda.

Syarat psikologis : Tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional/tidak cepat marah,
tidak psichopat dan syarat-syarat psikologis lainnya yang dibuktikan dengan hasil
psikotes yang dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk Biro Psikologi Polri/Polda;

Syarat Umur : minimal 24 tahun, maksimal 65 tahun.

Syarat Menembak : mempunyai kecakapan menembak dan telah lulus test menembak
yan dilakukan oleh Palri.

SIUP besar/Akte Pendirian Perusahaan PT, CV, PD (CV dan PD sebagai Pemilik
Perusahaan/K etua Organisasi).

Surat Keterangan Jabatan/Surat Keputusan Pimpinan.

Berkelakuan Baik (tidak/belum pernah terlibat dalam suatu kasus pidana) atau tidak
memiliki Crime Record yang dibuktikan dengan SKCK.

Lulus screening yang dilaksanakan oleh Dr Intelkan Polda.

Daftar riwayat hidup secara lengkap.



10. Pas Photo berwarna berlatar belakang merah ukuran 2x3, 4x6 = 5 lembar.
a. Senjataapi yang diizinkan adalah:
1. Senjataapi Genggam :
a Jenis : Pistol/Revolver
b. Kaliber : 32/25/22 Inc
2. Senjataapi bahu, jenis: Shotgun kal 12 GA
b. Senjata api yang diizinkan sebelum diserahkan kepada pemilik harus dilakukan
identifikasi dan penelitian spesifikasi data teknis sengjta dimaksud oleh Labforensik Polri,
dan dinyatakan dengan surat keterangan hasil uji balikstik.
c. Jumlah Senjata api dan amunisi, yang dapat dimiliki dan digunakan yaitu:
1. Senjataapi yang dizinkan maksimal 2 (dua) pucuk.
2. Amunisi yang dapat diberikan maksimal sebanyak 50 (Lima puluh) butir untuk setiap
pucuk Senjata api.
d. Senjataapi yang diizinkan untuk beladiri tersebut hanya boleh ditembakkan :
1) Pada saat keadaan sangat terpaksa yang mengancam keselamatan jiwa/diri dari
ancaman fisik oleh pihak lain yang melawan hukum.
2) Padasaat pengujian, latihan menembak dan pertandingan resmi yang disel enggarakan
oleh Instans Kepolisian dengan izin Kapolri Cg. Kabaintelkam dan Direktur

Intelkam Polda.

3. Tujuan Pengaturan Kepemilikan Senjata Api
Negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum (Rechstaat) tidak berdasarkan atas
kekuasaan belaka (machtstaat), maka segala kekuasaan negara harus diatur oleh hukum. Begitu

juga masyarakat tidak lepas dari aturan permainan hukum itu (rule of law).Segala sesuatu



memiliki aturan hukum yang tersendiri, adapun yang menjadi Tujuan Pengaturan Kepemilikan

senjata api yaitu:

1. Memberikan Batasan Kepada Siapa senjata api dapat diberikan Pada dasarnya senjata api
diberikan kepada aparat keamanan yaitu TNI/POLRI. Tetapi senjata api dapat diberikan
kepada masyarakat sipil tertentu seperti; Pengusaha dan Pejabat Pemerintah.

2. Sebaga Perangkat Hukum dalam Menindak Kepemilikan senjata api tanpa prosedur. Dengan
adanya pengaturan Tentang senjata api, bagi masyarakat yang memiliki senjata api tanpa
prosedur dapat dikenai sanksi sesuai dengan UU Darurat No 12 Tahun 1951.

3. Menambah Pemasukan Bagi Pendapatan Negara Dalam pengurusan lzin senjata api akan
dikenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan PP No 31 Tahun
2004 Tentang tarif atas jenis Penerimaan negara bukan pagjak yang berlaku pada Kepolisan

Negara Republik Indonesia.



